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BABIII

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat di simpulkan:

a)

b)

Pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian Tindak Pidana
korupsi menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan perubahan Undang-
undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
menyangkut pada tindak pidana Gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan
harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana
tersebut. Proses pembuktian yang diterapkan secara terbatas dan berimbang
yaitu, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah
melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan terhadap
harta bendanaya dan harta benda istri dan suami, anak dan harta benda setiap
orang atau korporasi diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang
bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban unuk membuktikan
dakwaannya.

Konsekuensi diterapkan sistem pembuktian terbalik pada proses pembuktian
di persidangan menyangkut pada Tindak Pidana Korupsi adalah, beban
pembuktian yang diberikan pada jaksas beralih pada terdakwa terbatas pada
terdakwa menggunakan hanya, pembuktian ini dapat berakibat pada
keterangan yan meringankan ataupun yang memberatkan dakwaan Jaksa

Penuntut Uinum. Mengenai hal ini nantinya akan menjadi pertimbangan



68

a) hakim dalam mengambil putusan baik itu bebas maupun pidana (Penjara
maupun denda) seperti yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang No. 20
Tahun 2001 pasal 37 ayat 1 dan 2 yaitu: Terdakwa mempunyai hak untuk
membuktikan bahwa ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37
ayat 1). Dalam hal tedakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukana
tindak pidana korupsi, maka pembuktian: tersebut digunakan sebagai dasar

dalam putusan hakim dan dakwaan tersebut tidak terbukti. (Pasal 37 ayat 2)

2. Saran-saran.

Agar penanggulangan korusi ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sudah selayaknya diberlakuakan sistem pembuktian
terbalik murni, dimana beban pembuktian beralih pada terdakwa untuk
membuktikannya terlepas dari mampu atau tidaknya terdakwa membuktikannya.
Jaksa penuntut umum tidak lagi dibebani pembuktian sehingga hakim dapat

menggunakannya sebagai dasar putusan dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa

penuntut umum.
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